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BAB II 

GAMBARAN UMUM PARTAI PERINDO 

2.1 Gambaran Umum Partai Perindo 

Dalam Negara demokrasi seperti Indoensia, kebebasan berserikat atau freedom of 

association adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik. Pengakuan terhadap 

partai tersebut oleh Pemerintah tidak boleh diakitkan dengan program partai 

tersebut yang akan mendukung pemerintah atau tidak. Jadi partai tersebut bebeas 

untuk menentukan sikapnya apakah dia akan beroposisi kepada pemerintah atau 

akan menjadi pendukung yang setia. Dan adalah bertentangan dengan hak-hak 

asasi melarang berdirinya partai politik baru, kecuali bagi partai politik yang 

menghancurkan sifat demokratis negara itu sendiri. Bagi pemerintah semua partai 

adalah sama, baik besar maupun kecil. Tidak boleh pemerintah bersikap 

membedakan partai yang ada, walaupun partai tersebut adalah partai oposisi. 

Kehidupan partai tidak akan cerah manakala tidak ada kebebasan untuk 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Partisipasi partai dan rakyat 

terhadap kegiatan pemerintah tergantung banyak sejauh manakah kedua 

kebebasan tersebut ada pada rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi 

warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak 

asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan 

umum. Sebagai warganegara maka salah satu haknya dalam bidang politik yang 

terpenting adalah hak untuk memilih siapakah wakilnya itulah yang menjalankan 

kedaulatan yang dipunyainya. 
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Dilihat dari sudut kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu 

organisasi partai politik, maka pemilihan umum itu sangat besar artinya bagi suatu 

partai politik, karena dengan pemilihan umum itu mereka dapat mengetahui 

seberapa besar sesungguhnya para pendukung. Dan apabila terbuka bagi mereka 

untuk menang, maka pemilihan umum itu adalah suatu media untuk menjalankan 

programnya. 

Era demokrasi liberal menyumbangkan satu peristiwa penting dalam 

sejarah perpolitikan di Indonesia. Peristiwa tersebut adalah Pemilu 1955, di mana 

pemilu ini dikenal sebagai pemilu pertama yang paling demokratis dan sangat 

berbeda dengan pemilu pada zaman setelah Presiden RI pertama, Soekarno, 

memerintah, yaitu zaman Orde Baru. Sistem multi partai menjadi ciri khas dari 

Pemilu 1955 ini, berbeda dengan sistem yang berlaku pada setiap pemilu di era 

Orde Baru  di mana saat itu terdapat 2 (dua) partai politik dan 1 (satu) golongan 

karya. 

Sistem multi partai disamping mencerminkan adanya kehidupan 

demokrasi di dunia politik Indonesia, juga memicu terjadinya konflik antarpartai 

pada saat ini. Pengaruh partai politik pada saat ini sangat besar terhadap 

kelangsungan hidup suatu kabinet pemerintahan. Sering dilakukannya pergantian 

kabinet merupakan dampak dari konflik antar partai yang sering terjadi, dan inilah 

realitas politik yang sesungguhnya. 

Pada kenyataannya  peranan setiap partai dalam menyalurkan aspirasi 

pendukung masing-masing, dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu berusaha untuk 
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menggabungkan kepentingan-kepentingan dari seluruh partai atau 

memperjuangkan kepentingan masing-masing dimana konsekuensinya adalah 

terjadinya banyak konflik antar partai. Ideologi dari masing-masing partai yang 

sangat mempengaruhi jenis kepentingan yang mereka perjuangkan terkadang 

menjadi alat untuk saling menjatuhkan. 

Sistem multi partai memang menjadi ciri khas dari sistem pemerintahan 

parlementer di era Demokrasi Liberal. Saat itu, peran partai politik dalam 

mempengaruhi situasi politik nasional sangat menonjol. Baik tidaknya pengaruh 

yang diberikan oleh partai politik terhadap situasi nasional tergantung bagaimana 

partai politik tersebut menjalankan fungsinya sebagai sebuah partai politik. 

Dasar hukum dari sistem multi partai di Indonesia antara lain :  

Pasal yang terkait dalam UUD 1945 : 

 Pasal 28 “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan seabgainya ditetapkan dengan undang-

undang” 

Pasal-pasal yang terkait dalam UU nomor 39 Tahun 1990 tentang HAM : 

 Pasal 23 

(1)   Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 

politiknya 
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(2)  Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan 

melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, 

kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. 

 Pasal 24 

(1)  Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk 

maksud-maksud damai 

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan 

partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk 

berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan 

dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Pasal 34 

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum berdasarkan perasamaan hak melalui pemungutan suara yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Setiap warga negara berhak turu serta dalam pemerintahan dengan 

langsung atau dengan perantaan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut 

cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 
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(3)  Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan 

pemerintahan. 

 

2.2 Sejarah Partai Perindo 

Partai Persatuan Indonesia atau biasa disingkat Partai Perindo adalah sebuah 

partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, 

pengusaha dan pemilik MNC Group, sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang media. Perindo di deklarasikan pada 7 Februari 2015 di Jakarta 

International Expo, Kemayoran, Jakarta. Pada acara deklarasi tersebut, dihadiri 

oleh beberapa petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Ketua Umum Partai 

Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan Ketua Umum Partai Persatuan 

Pembangunan Djan Faridz. Selain itu juga hadir Wiranto, Ketua Umum Hanura. 

Awalnya Perindo adalah ormas yang baru dideklarasikan pada 24 Februari 2013 

di Istora Senayan, Jakarta. 
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2.3 Profil Partai Perindo 

2.3.1 Visi 

Mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, 

berdaulat, bermartabat dan berbudaya. 

2.3.2 Misi 

1. Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-

nilai hukum sesuai dengan UUD 1945. 

2. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat. 

3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga 

keutuhan NKRI 

4. Menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik indonesia. 

5. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang 

susuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian 

hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara. 

6. Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada 

kesejahteraan warga negara Indonesia. 


